BAB Il

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Reklame di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul.

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian mengenai indikator-
indikator yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati No 22
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame di Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Menurut George C.
Edwards 111 ada empar faktor yang mempengaruhi dalam implementasi
antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, Struktur Birokrasi. Faktor-
faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Indikaor pada faktor komunikasi :

Komunikasi merupakan satu hal penting dalam melaksanakan suatu
implementasi, komunikasi dibagi menjadi 3 :
1.1 Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran informasi kepada masyarakat
dengan baik akan mempunyai hasil implementasi yang baik juga.
Penyaluran informasi yang dilakukan dengan baik atau komunikasi yang
baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Dalam proses

pelaksanaan implementasi penyaluran informasi mempunyai pengaruh

'Leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.
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besar untuk memberikan suatu informasi tentang peraturan Perbup no 22
tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. Dalam
penyaluran informasi sangat penting untuk memberikan informasi kepada
masyarakat guna memberikan pemahaman-pemahaman infomasi yang
diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu cara yang
dilakukan oleh BKAD untuk memberikan informasi tentang pajak reklame
dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. BKAD melakukan 5 kali
sosialisasi dalam setahun di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul
dalam bentuk sosialisasi tata cara pengisian SPTPD dan pengurusan ijin
usaha. Dengan melakukan Kkegiatan sosialisasi tersebut sehingga
masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang pajak reklame maupun
pajak daerah lainnya. Di pertegas juga wawancara dengan BKAD
Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Penetapan Bapak Harmidarto, beliau mengatakan
“ Kami melakukan sosisalisasi secara langsung di kecamatan-
kecamatan yang ada di daerah Bantul, tetapi tidak hanya pajak
reklame saja tapi semua pajak daerah yang disosialisasikan.
Sosialisasi dalam bentuk tata cara pengisian SPTPD dan ijin Usaha
sebanyak 5 kali pada tahun 2017. Media yang digunakan untuk
pemberitahuan sosiaslisasi antara lain dengan media seperti radio,
panflet, web, atau pun surat kabar atau juga dengan undangan. 2
Berdasarkan wawancara di atas bahwa yang dilakukan oleh

BKAD dalam sosialisasi tentang pajak reklame sangat tepat. Karena

penyaluran informasi secara langsung kepada masyarakat dapat

> Wawancara dengan kepala sub bidang Pendataan dan penetapan bapak Harmidarto pada
tanggal 9 oktober 2017 di BKAD.
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mengetahui informasi tentang pajak reklame yang mungkin masih banyak
masyarakat belum tahu tentang pajak reklame di Bantul. Informasi
diperoleh masyarakat tentu tidak itu saja tetapi juga dapat dilihat dalam
panflet. Dalam sosialisasi tersebut BKAD memberikan informasi terkait
Perbup no 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.
Itu juga diperkuat dengan wawancara salah satu wajib pajak reklame
Bapak Iwan selaku perwakikan dari perusahaan penyedia jasa reklame PT
Karya Satria Advertising, beliau mengatakan
“ Kami mendapatkan undangan dari BKAD untuk mehadiri
sosisalisasi yang diadakan oleh pihak BKAD yang diadakan di
kecamatan-kecamatan Bantul, saya menghadiri acara tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak reklame bahwa
mereka tahu tentang adanya sosialisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan
oleh BKAD untuk memudahkan dalam sososialisasi kepada masyarakat
ataupun bagi para perusahaan periklanan, sehingga masyarakat dan
perusahaan bisa semakin paham terkait pajak reklame. Masyarakat juga
diberikan pemahaman tentang pajak reklame mulai proses membuat ijin
reklame sampai dengan proses pembayaran pajak reklame. Dalam
sosialisai tersebut juga masyarakat diberikan pemahaman lain seperti
pajak-pajak daerah lainnya, tidak hanya pajak reklame saja. Penyaluran
informasi yang dilakukan oleh BKAD sudah tepat, sehingga masyarakat
yang belum tahu soal pajak reklame jadi paham betul, begitu juga bagi

para wajib pajak reklame yang sudah pernah melakukan pajak reklame.

* Wawancara dengan PT Karya satrya Advertising bapak Iwan pada tanggal 23 maret 2018 di
kantor PT Karya Satrya Advertising.
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1.2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh masyarakat dari para pelaksana
suatu kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan
dalam pesan atau penyampaian suatu kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi, pada hal ini para pelaksana harus fleksibilitas dalam
melaksanakan kebijakan agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dan
tidak diselewengkan.*

Maka dari itu komunikasi antara BKAD dengan masyarakat dalam
proses penyampaiannya harus jelas dan mudah dipahami oleh semua
masyarakat. Untuk itu dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BKAD akan
ada interaksi secara langsung dengan masyarakat supaya mereka bisa
paham dalam pajak reklame.

Kejelasan informasi dalam sosialisasi dapat memberikan pengaruh
penting sehingga masyarakat bisa memahami dengan lebih mudah.
Dengan kejelasan informasi alur pembayaran pajak reklame dapat mudah
dipahami. Berikut adalah alur pembayaran pajak di BKAD :

Bagan 3.1 Alur Pembayaran Pajak Reklame

.. . Pengisian Pemeriksaan
Wajib pajak ‘ ‘ berkas

blangko/SPTP
n

*Leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal151
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BAYAR DI

Pemberian — Perhitungan
BANK ' SKPD

wajib pajak

Dari alur pembayaran pajak daerah di atas pertama wajib pajak
mendaftar di Bidang Pendaftaran dan Penetapan untuk mendaftarkan pajak
yang akan dibayarkan. Selanjutnya wajib pajak diberikan blangko untuk
diisi dan melengkapi berkas-berkas sebagai syarat pembayaran pajak.
Kemudian petugas menerima blangko untuk mengecek dan memeriksa
apakah berkasnya sudah lengkap atau belum.

Apabila berkas yang diberikan belum lengkap, petugas
mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi kembali. Selanjutnya bila
berkas sudah lengkap, berkas tersebut kemudian dilanjutkan verifikasi dan
informasi untuk mengtahui accnya berkas. Setelah itu kembali lagi ke
pendaftaran dan penetapan untuk dihitung wajib pajak yang harus dibayar,
dan diberikan surat ketetapan pajak.

Setelah diberikan SKPD wajib pajak membayar di bank yang
sudah ada di BKAD, dan untuk jangka waktu yang diberikan untuk
membayar pajak selama 1 bulan. Dalam 1 bulan wajib pajak harus segera
membayar pajak, jika telat membayar akan dikenakan denda 2% dari wajib

pajak. Setelah pajak dibayarkan, maka kewajiban pajak selesai.
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Berdasarkan data di atas sudah jelas bagaimana proses alur
pembayaran pajak reklame yang harus dilalui dan dipahami para wajib
pajak reklame. Hal ini juga disampaikan oleh pewakilan BKAD Bapak
Harmidarto, beliau mengatakan

*“ Para wajib pajak reklame sebenarnya juga paham betul dengan

proses alur pajak reklame, karena pajak reklame sudah berlangsung

6 tahun, jadi mereka sudah paham dengan alur pajak reklame,

mulai dari pengisian blangko SPTPD, pemeriksaan berkas,

perhitungan wajib pajak, pemberian SKPD, kemudian bayar di

BANK yang ada di BKAD. °

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui kejelasan bagaimana
proses pembayaran pajak reklame mulai dari pengisian blangko,
pemeriksaan berkas, perhitungan pajak, pemberian SKPD dan membayar
di bank. Pada pelaksanaan pajak reklame juga wajib pajak sudah paham
dan jelas dalam proses pembayaran pajak reklame. dipertegas dengan
wawancara salah satu wajib pajak reklame PT Karya Satrya Advertising

beliau mengatakan

*“ Kami sudah mengerti dan paham dengan jelas bagaimana proses
dalam pembayaran pajak reklame tersebut. “

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa
kejelasan alur pajak reklame sudah jelas dan dapat dipahami bagi wajib
pajak reklame. Dengan adanya kejelasan tersebut para wajib pajak akan
lebih mudah mendaftarkan karena mereka sudah memahami alur pajak
yang mudah dipahami. Dalam hal ini para wajib pajak reklame sebenarnya

sudah paham dengan kejelasan alur pembayaran pajak reklame seperti

> Wawancara dengan kepala sub bidang Pendataan dan penetapan bapak Harmidarto pada
tanggal 9 oktober 2017 di BKAD.
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yang dikatakan oleh perwakilan BKAD, karena dalam proses alur tersebut
sudah berlangsung selama 6 tahun. Dari mulai berlakunya Peraturan
Bupati no 08 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak reklame
yang berubah menjadi Peraturan Bupati no 22 tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

1.3 Konsistensi

Peraturan yang diberikan dalam pelaksanaan pajak reklame
haruslah konsisten dan jelas sesuai dengan aturan® pajak reklame. Dalam
pelaksanaan pajak reklame wajib pajak harus mengikuti aturan sesuai
dengan perbup no 22 tahun 2017 mulai dari wajib pajak melakukan
pendataan dan pendaftaran. Pada pendataan dan pendaftaran wajib pajak
diberikan formulir atau blangko untuk di isi dengan jelas, benar dan
lengkap, pengisian formulir penyelengaraan reklame dan ditandatangani
oleh penyelengara reklame.

Kemudian wajib pajak melampirkan fotocopy indentitas diri, surat
ijin usaha dari instansi yang berwenang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan
berkas tersebut dan akan di hitung wajib pajak yang akan dibayarkan dan
diberikan SKPD dan membayar di bank. Dalam pelaksanaan proses pajak
reklame tersesbut wajib pajak harus mengikuti dalam aturan tersebut
sehingga proses pembayaran pajak dapat berjalan lancar.

Dalam hal ini wajib pajak dalam proses pembayaran pajak reklame

selalu mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Dipertegas dengan

®Leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal 151
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wawancara perwakilan BKAD bidang Pendaftaran dan penetapan bapak
Harmidarto, beliau mengatakan

“ Para wajib pajak mengikuti aturan dalam proses pembayaran

pajak reklame, kalo tidak bisa mengikuti aturan maka wajib pajak

tidak bisa ~membayarkan wajib pajak reklame yang
diselenggarakan. “ ’

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa para
wajib pajak selalu mengikuti aturan yang berlaku. Maka dari itu
pelaksanaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik. Karena dalam
pelaksanaan pajak reklame wajib pajak taat dan mengikuti dalam

pelaksanaan pajak reklame sesuai dengan peraturan bupati nomer 22 tahun

2017 tentang tata cara pengelolaan pajak reklame.

2. Indikator pada faktor Sumberdaya :

Sumber daya juga merupakan faktor mempengaruhi jalannya
implementasi, dengan adanya sumberdaya yang mumpuni dan sumberdaya
yang cukup akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, sumberdaya dibagi menjadi 4 yaitu :

2.1 Staf

Staf merupakan sumberdaya utama dalam mengimplementasikan pajak

reklame sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksaannya.

Maka dari itu diperlukan kecakupan staf dengan keahlian dan kemampuan

’ Wawancara dengan BKAD kepala sub Bidang pendataan dan penetapan bapak Harmidarto pada
tanggal 9 oktober 2017.
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dalam mengimplementasikan pajak reklame. Selain itu diperlukan staf
yang mencukupi dan memadai sehingga dapat berjalan dengan baik. Di
BKAD terdapat 138 pegawai dalam melaksanakan pajak reklame. Dalam
pelaksanaan pajak reklame yang paling dominan dalam melaksanakan
pajak reklame terdapat pada bidang penagihan dan pada bidang
pendaftaran dan penetapan. Pada bidang penagihan terdapat 39 pegawai
dengan tingkat pendidikan S1 12 orang, Magister sarjana ada 2 orang, D3
2 orang, dan SMA 13 orang. Untuk melaksanakan proses penagihan sudah
mencukupi dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan pada bidang pendaftaran
dan penetapan terdapat 18 pegawai. Dengan 18 pegawai tingkat
pendidikan S1 10 orang, D3 2 orang, Magister sarjana 2 orang dan SMA 4
orang dan kebanyakan dari mereka adalah sarjana ekonomi. Dengan
jumlah pegawai yang sedikit akan mengakibatkan kurang maksimal dan
kualahan dalam pelaksanaan di bidang pendaftaran dan penetapan. Pada
bidang tersebut dengan jumlah pegawai Yyang sedikit berupaya
memaksimalkan pelayanan pajak agar berjalan lancar.

Pada bidang penagihan terdapat 39 orang pegawai untuk
melaksanakan proses penagihan. Dengan jumlah 39 orang pegawai pada
bidang tersebut sudah mencukupi dan memenuhi kebutuhkan. Dipertegas
dengan wawancara dengan Bapak Jonet Rohmanyu Kepala Sub Bidang
Keberatan, beliau mengatakan

“ Untuk bagian bidang penagihan terdapat 30an pegawai, untuk
melaksanakan kegiatan penagihan sudah mencukupi, karena dalam

proses penagihan terjadi apabila wajib pajak telat membayar pajak.
Selanjutnya pihak penagihan melakukan tindakan penagihan. Saya
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kira untuk bidang penagihan sudah mencukupi untuk melaksanakan

proses penagihan. ”®

Untuk pada bidang pendaftaran dan penetapan pegawai yang ada
disana lebih sedikit dari bidang penagihan. Pada Bidang Pendaftaran dan
Penetapan terdapat 18 orang pegawai. Dari jumlah tersebut perbedaan
jumlah pegawai cukup banyak dengan Bidang Penagihan. Untuk
melaksanakan kegiatan pendaftaran dan penetapan masih kurang
mencukupi kebutuhan yang ada untuk melaksanakan kegitan tersebut,
sehingga mengakibatkan kurang efektifnya dalam melaksanakan
pendaftaran dan penetapan pajak. Dengan banyaknya para wajib pajak
yang membayar akan berakibat pada kurang maksimalnya pelayanan pajak
yang dikarenakan kuantitas pegawai lebih sedikit. Itu juga disampaikan
oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Bapak Harmidarto,
beliau mengatakan

* Kita disini ada 18an orang pegawai untuk melaksanakan tugas di

bidang pendaftaran dan penetapan. Kalo untuk keahlian kita ada

diktat untuk meningkatkan kualitas yang bisa diikuti, kalo SDM

nya kita harus tambah sebenarnya, tapi karena keterbatasan

personil kita mengoptimalkan yang ada, dari segi kuantitas kami

perlu tambahan personil. Kami sangat kualahan atau overload

dalam mengahadapi para wajib pajak. ”°

Berdasarkan wawancara di atas dengan perwakilan masing-masing

bidang yang ada di BKAD dapat kita ketahui bahwa para pegawai yang

ada sudah mencukupi di Bidang Penagihan. Untuk dibagian Bidang

¥ Wawancara dengan kepala sub bidang Keberatan bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 9
Oktober 2017 di BKAD.

° Wawancara dengan kepala sub bidang pendataan dan penetapan bapak Harmidarto pada
tanggal 9 januari 2018 di BKAD.
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Pendaftaran dan Penetapan mengalami kualahan dalam melaksanakan
tugasnya, dengan banyaknya para wajib pajak yang membayar. Kedua
bidang masing-masing memiliki perbedaan staf dari segi kuantitas cukup
besar antara Bidang Penagihan yang memiliki 39 staf maupun dengan
Pendaftaran dan Penetapan yang hanya mempunyai 18 orang staf,
sehingga perlu adanya tambahan personil dalam Bidang Pendaftaran dan

Penetapan.

2.2 Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi berhubungan
dengan cara melaksanakan dan kedua data kepatuhan dari para pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah pada pajak reklame.™
Pemerintah kabupaten Bantul memberikan regulasi bagi para pelaku usaha
periklanan untuk mengatur banyaknya reklame di sepanjang jalan sehingga
reklame tidak mengganggu keindahan kota. Pemerintah memberikan
regulasi pada pajak reklame dari mulai berlakunya Perda no 08 tahun 2010
tentang Pajak Daerah, Perbup no 08 tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Reklame, kemudian berganti menjadi Perbup nomer 22
tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. Sebelum itu
juga para pelaku usaha periklanan juga harus memiliki ijin di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan Perda no 20

tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dan

% e0 Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal 153
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juga Perbup no 54 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah no 54 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media
Informasi.

Untuk melaksanakan kegiatan pajak reklame pegawai harus
memahami betul peraturan tersebut, dan kemudian informasi terkait pajak
reklame diberikan kepada wajib pajak dengan jelas dan sesuai dengan
regulasi yang ada. Dalam Perbup no 22 tahun 2017 pasal dua ayat 1
mengatakan bahwa dengan memberikan formulir pendataan kepada
penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan
pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan reklame menggunakan
formulir pendataan. Selanjutnya pasal dua ayat 2 wajib pajak mengisi
formulir diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh
penyelengara reklame. Kemudian pada pasal tiga ayat 2 mengatakan
bahwa penyelengara reklame melampirkan :

a. Fotocopy identitas diri.

b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang, dan

c. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran
dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima
kuasa.™

Dengan disampaikannya regulasi dalam melaksanakan pajak
reklame tersebut dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami

para wajib pajak reklame. Sehingga para wajib pajak reklame bisa

u Perbup no 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pajak reklame
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memahami dengan benar dalam membayar pajak reklame. Dalam
melaksanakan tugasnya para petugas dituntut supaya tidak terjadi
miskomunikasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dalam proses
pembayaran pajak reklame akan berjalan dengan lancar.

Dalam melaksanakan proses pajak tersebut juga disampaikan oleh
petugas BKAD Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bapak Yudono untuk
pelayanan atau front office , beliau mengatakan

“ Untuk proses pajak reklame saya menjelaskan bagaimana

prosesnya, mulai dari memberikan formulir atau blangko yang

harus diisi dengan jelas dan benar. Tidak lupa juga untuk
melengkapi berkas yang harus dilengkapi untuk melakukan proses
pembayaran pajak reklame. ”*?

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa untuk
melaksanakan proses pembayaran pajak reklame para petugas harus
memberikan informasi dengan jelas sesuai dengan Perbup no 22 tahun
2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. Untuk itu dalam
proses pembayaran pajak reklame harus sesuai dengan regulasi yang ada
dan harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan
yang berlaku tersebut, sehingga informasi yang diinginkan tidak terjadi
miskomuniksi atau salah informasi. Dengan begitu dalam penyampaian

informasi pajak reklame dapat tersampaikan dengan baik dan benar kepada

wajib pajak.

2 Wawa
di BKAD.

ncara dengan BKAD bagian pelayanan pajak bapak yudono pada tanggal 3 oktober 2017
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2.3 Wewenang

Wewenang pada umumnya merupakan kewenangan para pelaksana
dalam melaksanakn tugasnya pada pajak reklame. Ketika wewenang itu
nihil, maka kekuatan para pelaksana dimata publik tidak terlegitimasi,
sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan dalam pajak
reklame®®. Kewenangan dalam pelaksananan pajak reklame dilakukan oleh
BKAD mulai dari pendaftaran pajak reklame sampai proses penagihan
apabila terjadi piutang wajib pajak. Dalam pelaksanaan pajak reklame
yang paling berwenang dalam pajak reklame adalah pada bidang
Pendaftaran dan penetapan, kemudian pada bidang penagihan.
Kewenangan pada bidang penagihan adalah ketika wajib pajak belum
membayarkan pajaknya dan menjadi piutang. Bidang penagihan
melakukan proses penagihan kepada wajib pajak yang belum terbayarkan.
Dipertegas dengan wawancara BKAD yang diwakili oleh Kepala Sub
Bidang Keberatan Bapak Jonet Rohmanyu, beliau mengatakan

Kewenangan untuk bidang penagihan mulai dari proses
pendaftaran dan penetapan, apabila sampai terjadi ada kasus SKPD
(surat ketetapan pajak daerah) tidak dibayarkan jadi akan menjadi
piutang. Selanjutnya bila piutang itu tidak dibayarkan akan
dilakukan penagihan. Dalam proses penagihan itu sendiri bisa
melalui pihak kedua dengan memberikan surat tagihan atau dengan
datang langsung untuk memberikan surat tagihan yang harus
dibayarkan. Piutang reklame jarang terjadi kasus, artinya mereka
tetap bayar, kalo mereka tidak bayar dan kena masalah dan kalo
diekspos mereka tidak laku.

B leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal 152
" Wawancara dengan kepala sub bidang keberatan bpak Jonet Rohmanyu pada tanggal 9
oktober 2017 di BKAD.
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Berdasarkan wawancara tersebut pada Bidang Penagihan
kewenangan yang di Bidang Penagihan adalah proses terjadinya piutang.
Jadi kewenangan penagihan terjadi ketika para wajib pajak reklame belum
membayar pajak reklame sehingga mengakibatkan piutang dalam para
petugas penagihan melakukan proses penagihan melalui pihak kedua
ataupun datang langsung ke penyelenggara reklame.

Sedangkan untuk pada bidang Pendaftaran dan Penetapan
mempunyai tugas pelaksanaan teknis dalam pendaftaran dan penetapan
pajak reklame. kewenangan pada bidang pendaftaran dan penetapan dari
mulai awal proses pembyaran pajak seperti meakukan proses pendaftaran
pajak reklame, pemberian blangko, pengecekan syarat dam berkas,
pemberian SKPD dan wajib pajak membayar di bank. Kewenangan
tersebut juga dipertegas dengan wawancara dengan perwakilan Bidang
Pendaftaran dan Penetapan Bapak Harmidarto, beliau mengatakan

“ Di bidang pendaftaran dan penetapan kewenanganya mulai dari
proses wajib pajak mendaftarkan wajib pajak reklame, dan para
petugas memberikan blangko untuk diisi dan melengkapi syarat
yang harus dilengkapi, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan
berkas, apabila sudah lengkap kemudian dicek lagi untuk diaccnya
apa enggak berkas tersebut. Apabila diacc kemudian dilakukan
perhitungan pajak reklame dan kemudian diberikan SKPD setelah
itu bayar di bank yang ada di BKAD. "*°

Berdasarkan data wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa

kedua bidang memiiki wewenangnya sendiri-sendiri. Yang paling

berwenang dalam melaksanaan pajak reklame adalah pada bidang

> Wawancara dengan kepala sub bidang pendataan dan penetapan bapak Harmin Darto pada
tanggal 13 oktober 2017 di BKAD.
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pendaftaran dan penetapan dan juga pada bidang penagihan. Dari bidang
pendaftaran dan penetapan yang mempunyai kewenangan dalam proses
awal proses pajak reklame dan bidang penagihan dalam penagihan
mempunyai kewenangan menagih para wajib pajak yang belum
membayar. Tetapi dalam menjalankan tugas mereka saling berhbungan

atau saling berkoordinasi satu sama lainnya.

2.4 Fasilitas

Dalam melaksanakan suatu kebijakan fasilitas merupakan suatu
faktor pendukung yang penting dan memberikan pengaruh dalam
pelaksaan pajak reklame. Untuk melaksanakan tugas para staf juga
memerlukan fasilitas yang menunjang tugas yang akan dikerjakan.
Fasilitas yang ada di BKAD antara komputer, gedung, printer, mesin
fotocopy, biaya operasional dan kendaraan dinas. Dengan Fasilitas tersbut
dapat mendukung dalam pelaksanaan pajak reklame. Pada fasilitas gedung
yanng digunakan ruangnya kecil sehinnga dalam pelaksanaan pajak
reklame wajib pajak ada yang berdiri dan berdesakan saat membayar
pajak. Dengan ruangan yang kecil memberikan rasa tidak nyaman dalam
membayar pajak. Dipertegas dengan wawancara BKAD Kabupaten Bantul
yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Keberatan Bapak Jonet Rohmayu,
beliau mengatakan

“ Proses penagihan hanya operasional, artinya kalo kita bergerak

keluar butuh biaya / butuh bensin / apa saja. Jadi ada operasional

bagi petugas kami yang keluar untuk mengirim surat tagihan pajak,
jadi kalo bisa dikirim lewat pihak lain dengan biaya pengiriman
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surat dan kalo harus datang ke lokasi ada biaya buat ke lokasi. Ada

juga fasilitas yang sudah diberikan oleh kantor seperti kendaraan

dinas, komputer, printer dan mesin fotocopy. "

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa
dalam melaksanakan tugas tidak luput dari fasilitas yang penting seperti
komputer, printer ataupun mesin fotocopy. Fasilitas yang diberikan oleh
BKAD tentu sangat membantu jalannya proses pelaksanaan pajak reklame
dan pajak-pajak lainya yang ada di Kabupaten Bantul. Fasilitas lainnya
seperti gedung atau ruangan yang dipakai untuk proses pembayaran pajak
kurang besar. Pada saat pembayaran pajak sering terjadi wajib pajak yang
berdesakan saat membayar pajak, ada juga yang berdiri saat melakukan
pembayaran pajak karena banyaknya pembayar pajak. Dalam hal ini perlu
adanya ruangan lebih luas sehingga memberikan kenyamanan kepada

wajib pajak saat membayar. Tanpa adanya fasilitas tersebut dapat

mengganggu aktifitas dalam pegawai melaksanakan pajak daerah.

3. Indikator pada faktor Disposisi
Disposisi atau sikap pelaku juga mempengaruhi dalam pelaksanaan
pajak reklame :
3.1 Sikap pelaku/Disposisi
Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang

nyata bila personil yang ada tidak melaksakan kebijakan-kebijakan yang

'® Wawancara dengan kepala sub bidang keberatan bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 9
oktober 2017 di BKAD.
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diinginkan oleh para pejabat-pejabat tinggi.'” Sikap para pelaksana dalam
melakukan tugasnya mempunyai pengaruh yang besar dalam
melaksanakan tugasnya. Sikap yang baik yang dilakukan para pelaksana
pajak reklame dapat memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak.
Sehingga pelaksanaan pajak reklame dapat berjalan lancar.

Dengan sikap para pelaksana yang baik dan ramah sehingga para
wajib pajak akan senang, nyaman dan diharapkan patuh dan membayarkan
pajaknya setiap tahunnya. Maka dari itu akan berakibat meningkatnya
pajak dan target yang diingikan tercapai. Dengan tercapainya target APBD
tersebut para pelaksana mendapatkan reward atau insentif. Sehingga para
pelaksana di BKAD dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan
tugasnya. Itu juga disampaikan oleh perwakilan BKAD Kepala Sub
Bidang Keberatan Bapak Jonet Rohmanyu, beliau mengatakan

“ Dengan adanya insentif atau reward ini dalam bentuk uang,
diharapkan dapat memberikan semangat kepada para pegawai. ”*°

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa dengan adanya
reward atau insentif diharapkan para pegawai dapat semangat lagi dalam
melaksanakan pajak daerah. Insentif memberikan pengaruh terhadap para
sikap para pelaksana, sehingga memberikan dorongan kepada pegawai

lebih bersemangat dalam bekerja.

3.2 Insentif

Y Leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta. Hal 152
'8 \Wawancara dengan kepala sub bidang keberatan bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 12
oktober 2017 di BKAD.
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Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah
kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Dengan cara
menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor
pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan
perintah dengan baik.™ Insentif juga dapat memberikan semangat kerja
bagi para pelaksan kebijakan. Sehingga hasil yang akan diinginkan dapat
tercapai sesuai target yang ingin dicapai. Insentif tersebut akan diberikan
kepada para pelaksana ketika target APBD dapat tercapai dan diberikan
max 5% dari target APBD. Insentif tersebut diberikan kepada instansi
yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Insentif memberikan
semangat kepada para pegawai.

Berdasarkan wawancara dengan BKAD yang diwakili oleh kepala
Sub Bidang Keberatan bapak Jonet Rohmanyu mengatakan :

“ Dengan tercapainya target suatu APBD dapat diberikan insentif
sesuai dengan PP 69 tahun 2010. Insentif dapat diberikan max 5%
dari target APBD bagi instansi yang melakukan pemungutan pajak
dan retribusi dan kebetulan reklame adalah jenis pajak, artinya
semua jenis pajak terhadap pencapaian APBD atas pajak reklame
diberikan insentif. Insentif dapat diberikan kepada bupati, wakil
bupati, sekda, SKPD, BKAD. Dengan diberikan insentif atau
reward ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada
pegawai. "%

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa insentif
diberikan kepada pegawai untuk memberikan suatu dorongan agar mereka

dapat memberikan semangat. Selain itu para pegawai mendapatkan

tambahan material atau uang sehingga gaji yang mereka dapatkan

¥ leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal153
%% Wawancara dengan kepala sub bidang keberatan bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 12
oktober 2017 di BKAD.
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bertambah. Pembagian dan siapa saja yang mendapatkan insentif dapat

kita lihat sesuai dengan Peraturan Pemerintan No 69 tahun 2010 pasal 3

ayat 2 yang berisikan sebagai berikut :

a)

b)

d)

Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-
masing.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung

jawab pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah.
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat

desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau
sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan
oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut

Pajak dan Retribusi.

Pada pasal 4 ayat 2 :

Dalam pemberian Insentif dapat meningkatkan :

a)
b)
c)
d)

Kinerja Instansi.
Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi.
Pendapatan daerah.

Pelayanan kepada masyarakat.

Pada pasal 6 ayat 1 :
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Pemberian besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi:

a. 3% (tiga perseratus) untuk provinsi.

b. 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana
penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.*

Berdasarkan data di atas kita bisa mengetahui insentif yang
diberikan menunjukan kepada kepala daerah, wakil daerah, SKDP atau
instasnsi pemerintah pemungutan pajak. Insentif diberikan max 5% .
Sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan atau semangat kepada

para pegawai.

4. Indikator pada faktor Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan pajak
reklame seperti SOP :
4.1 Standar Operating Prosedurs (SOP)

SOP merupakan suatu pedoman atau acuan atau standar dalam
melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para implementor
yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan warga.?.Ada
beberapa standar yang dibutuhkan dalam melaksanakan pajak reklame.
Berikut adalah beberapa standar dalam melaksanakan pajak reklame yaitu

SOP ljin Reklame, SOP Penerbitan ljin Reklame, SOP Penerbitan SKPD

*! peraturan pemerintah no 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
* Leo Agustino, 2014,dasar-dasar kebijakan publik,bandung : ALFABEta.hal153
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secara Jabatan, SOP Penetapan Pajak Secara Official, Pengambilan Biaya

Jaminan Bongkar, dan SOP Pengurangan pajak.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bagaimana SOP dalam
pajak reklame, mulai dari perijinan reklame, tata cara pembayaran pajak
reklame. BKAD dalam melaksanakan SOP pajak reklame berjalan dengan
baik sesuai dengan SOP tersebut. Tetapi terjadi kendala pada pelaksanaan
reklame yang insedentil mengalami banyak potensi lossnya karena dalam
masa berlaku yang ada pada reklame tersebut hanya 3 sampai7 hari. Pada
reklame insedentil pada proses pemeriksaan berkas, verifikasi, dan
pengecekan dilapangan reklame tersebut sudah tidak ada, karena dalam
reklame yang insedentif masanya hanya 3 sampai 7 hari  Tetapi untuk
reklame yang lainnya selalu melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada

dan berjalan lancar sesuai di atas..

Dengan adanya SOP tersebut memberikan patokan atau aturan
bahwa pajak reklame haruslah memenuhi semua SOP. Standar yang
diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pada
proses pajak reklame harus memenuhi SOP di atas. Dengan adanya SOP di
atas memberikan pengaruh penting dalam jalannya pajak reklame agar
pajak reklame tidak melenceng dari aturan yang ada seperti SOP pajak
reklame. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Bidang Pendaftaran
dan Penetapan Bapak Harmin Darto, ada tantangan yang harus dihadapi

oleh BKAD dalam melaksanakan SOP di atas, beliau mengatakan
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“ Tantangannya dalam melaksanakan SOP pajak reklame pada
reklame insedentil seperti banner, spanduk, umbul-umbul, dan
rontek yang masa berlakunya hanya 3 hari samapai 1 minggu.
Karena banyak potensi lossnya, jadi ketika kami dalam proses
pengecekan reklame tersebut kadang sudah tidak ada. Untuk
hambatan dalam melaksanakan SOP, saya kira tidak mengalami
adanya hambatan. "%

Dalam melakukan pengelolaan pajak daerah, BKAD membagi 2
bidang dalam pembayaran pajak yaitu bidang pendftaran dan penetapan
dan bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugas dalam pajak daerah
BKAD memiliki 2 bidang tersebut. Hal tersebut juga disampaikan
perwakilan BKAD kepala Sub Bidang Penagihan bapak Jonet Rohmanyu,

beliau mengatakan

“ Dalam pengelolaan pajak daerah BKAD membagi dua bidang
yaitu bidang pendaftaran dan penetapan dan bidang penagihan.
Dalam perpajakan ini harus ada pemisahan fungsi antara fungsi
penetapan dan fungsi penagihan, kita sudah melaksanakan artinya
ketetapan suatu pajak itu dilaksanakan oleh bidang pendaftaran dan
penetapan, penagihannya dilakukan oleh bidang penagihan artinya
dua bidang ini sudah bisa melaksanakan fungsi perpajakan sesuai
dengan ketentuan. Masing-masing bidang dibagi 3 sub bidang,
bidang pendaftaran pendaftaran dan penetapan dengan sub bidang
pendaftaran dan pelayanan, yang kedua Sub bidang verifikasi dan
informasi pendapatan, yang ke tiga pendataan dan penetapan. Jika
apabila dalam proses perpajakan ada yang perlu ditagih, ada kami
bidang penagihan untuk melakukan proses penagihan, artinya
dalam melaksanakan fungsi-fungsi proses alur pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. ”%*

> Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan penetapan Bapak Harmidarto pada
tanggal 9 januari 2018 di BKAD.

" Wawancara dengan Kepala Sub bidang Keberatan Bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 12
oktober 2017 di BKAD.
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Proses pembayaran pajak proses pembayaran pajak melalui dua
bidang tersebut perlu adanya koordinasi antara dua bidang tersebut
sehingga pembayaran pajak berjalan lancar. Hal tersebut juga diungkapkan
oleh bapak Jonet Rohmanyu kepala Sub Bidang Keberatan beliau

mengatakan

“ Dalam proses pembayaran pajak koordinasi antara bidang PP dan
penagihan kami harus selalu koordinasi dalam kegiatan-kegiatan
termasuk proses-proses penyusunan aturan artinya aturan kita kan
terkait. Artimya bagaimana proses pajak ini pasti utamanya melalui
dua bidang ini dan harus selalu koordinasi, misalnya ada kegiatan
pemantauan wajib pajak untuk melakukan pemantauan kepatuhan
wajib pajak yang dilakukan penagihan. Dalam proses tersebut
harus berkoordinasi, ini ada kegiatan kita supaya terjadi
peningkatan kepatuhan, hasil progam tersebut kita kembalikan ke
bidang PP untuk mengecek berapa pajak yang akan disetorkan,
artinya dua bidang harus selalu koordinasi. ”*°

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dalam
pelaksanaan pajak daerah BKAD mambagi dua bidang antara Bidang
Pendaftan dan Penetapan dan Bidang Penagihan untuk melaksanakan
proses pembayaran pajak daerah. Dalam proses pembayaran pajak daerah
yang melalui dua bidang tersebut perlu adanya koordinasi antara dua
bidang tersebut sehingga proses perpajakan berjalan dengan lancar seperti
yang yang dikatakan oleh perwakilan BKAD Bapak Jonet Rohmanyu di

atas.

Disamping itu dalam proses pajak daerah juga perlu adanya

koordinasi yag dilakukan oleh instansi lainnya antara BKAD dan Dinas

> Wawancara dengan Kepala Sub bidang Keberatan Bapak Jonet Rohmanyu pada tanggal 12
oktober 2017 di BKAD.
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Seperti yang dikatakan

perwakilan BKAD Bapak Harmidarto, beliau mengatakan

* Koordinasai yang dilakukan BKAD dengan DPMPT ketika dalam
kegiatan proses pembayaran pajak sebelumnya para wajib harus
mengurus ijin dulu ke DPMPT. Para wajib pajak harus melakukan
proses perijinan sebelum melakukan proses pembayaran pajak.
Dalam kegiatan proses pembayaran pajak para wajib memberikan
Syarat-syarat yang sesuai aturan yang berlaku, untuk mengetahui
apakah para wajib pajak sudah mengantongi ijin. Untuk itu BKAD
memerlukan data dari DPMPT tarkait wajib pajak yang sudah
mempunyai ijin. Dengan begitu pihak kami tahu kalo para wajib
pajak sudah mengantongi ijin reklame, maka dari itu kami selalu
berkoordinasi dengan DPMPT agar proses alur perpajakan berjalan
sesuai dengan ketenuan yang berlaku. %

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses
pengelolaan pajak daerah tidak hanya dilakukan oleh BKAD saja tetapi
juga perlu dilakukan koordinasi dengan DPMPT. Kedua instansi harus
selalu berkoordinasi agar tidak terjadi masalah reklame insedentil, seperti
penyedia jasa melakukan pembayaran dulu dan mengajukan ijin ke
DPMPT. Dalam proses pajak reklame, penyedia jasa reklame haruslah
mengajukan ijin dan kemudian membayar pajak di BKAD. Dipertegas
dengan wawancara dengan perwakilan DPMPT Ibu Achmedina

Maratusiak S.Kom, M.Eng , beliau mengatakan

“Proses perijinan reklame mulai dari mengisi daftar blangko yang
di berikan dan melengkapi syarat yang telah ditentukan kemudian
semua berkas di verifikasi atau dilakukan pengecekan apakah
sudah lengkap, proses pengecekan tersebut kira-kira sampai 6 hari
kerja. Setelah akan dilakukan penerbitan surat ijin setelah wajib
pajak membayar di BKAD. Data tersebut kemudian digunakan

*® Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Bapak Harmidarto pada
tanggal 13 Oktober 2017 di BKAD.
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BKAD untuk mengetahui wajib pajak sudah mengantongi ijin.
Setelah membayar pajaknya wajib pajak kembali ke DPMPT untuk
mengambil surat ijin.”?’

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui kedua Instansi
tersebut harus selalu berkoordinasi. Dengan dilakukannya koordinasi
antara kedua instansi tersebut sehingga dalam perpajakan dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pajak reklame terjadi suatu miskoordonasi
yang dilakukan antara kedua instansi tersebut. Miskoordonasi itu terjadi
ketika para wajib pajak reklame membayar pajak dulu baru mengajukan
ijin. Itu dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu perwakilan
penyedia jasa reklame PT Karya Satya Advertising Bapak Iwan, beliau

mengatakan

“Pada reklame yang insedentil kami membayar pajak dulu baru
mengajukan ijin, karena waktu yang dibutuhkan terlalu lama,
sedangkan untuk reklame yang insedentil hanya berlaku 3 sampai 7
hari.tetapi untuk reklame yang kayak billboard tidak masalah
karena berlakunya lama.”?®

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa para wajib pajak
melaukan proses pembayaran pajak dulu baru mengajukan ijin pada
reklame yang insedentil. Maka dari itu perlu koordinasi yang antar kedua
instansi agar tidak terjadi miskoordinasi. Perlu adanya peningkatan

koordinasi kedua instansi agar dapat berjalan dengan baik.

*” Wawan cara dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lbu
Achmedina Maratusiak S.Kom, M.Eng pada tanggal 10 oktober 2017 di DPMPT.

*® Wawancara dengan PT Karya satrya Advertising bapak Iwan pada tanggal 23 maret 2018 di
kantor PT Karya Satrya Advertising.
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Koordinasi juga dilakukan oleh DPMPT dengan Satpol PP dalam
melakasanakan kegiatan pemantaun atau penertiban reklame. Satpol PP
berkoordinasi dengan DPMPT saat melakukan penegakan reklame yang
melanggar aturan ataupun yang tidak berijin. Koordinasi dilakukan ketika
ada reklame yang ada dijalan raya yang mungkin belum ada ijinnya, maka
dari itu dari pihak Satpol PP menanyakan ke DPMPT apakah reklame
tersebut sudah mempunyai ijin atau belum. Jika reklame tersebut belum
mempunyai ijin akan ditertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dipertegas dengan wawancara perwakilan Satpol PP Bapak Sismadi,

beliau mengatakan

* Kami melakukan penertiban reklame yang tidak mempunyai ijin
ataupun reklame yang melanggar peraturan yang berlaku. Dalam
proses pembongkaran kami melakukan koordinasi dengan DPMPT
terkait data reklame yang sudah mempunyai ijin. Dalam proses
pembokaran kami melakukan pemberitahuan dulu ke pemilik

reklame apakah reklame tersebut mau di bongkar sendiri atau di

bongkar oleh petugas ”. *°

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa kedua instansi tersebut
salng berkoordinasi. Dalam melakukan penertiban reklame Satpol PP
harus melakukan pengecekan dahulu apakah reklame tersebut sudah
mempunyai ijin atau bagi reklame yang masa berlakunya sudah habis,
untuk melakukan tindakan menghubungi pihak penyedia reklame apakah
reklame itu mau dibongkar sendiri atau dibongkar oleh petugas. Maka dari

itu Satpol PP harus mengkonfirmasi informasi dari DPMPT atau dari

*® Wawancara dengan perwakilan Satpol PP bapak Sismadi pada tanggal 10 oktober 2017 di
kantor Satpol PP.
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penyedia reklame agar tidak asal main bongkar reklame. Dalam kegiatan
tersebut terjadi pembongkaran yang dilakukan Satpol PP dengan tidak
melakukan pemberitahuan kepada pemilik reklame. dipertegas dengan
perwakilan penyedia jasa reklame PT Karya Satya Advertising bapak

Iwan, beliau mengatakan

* Satpol PP melakukan pembongkaran reklame tanpa melakukan
pemberitahuan kepada kami padahal mereka juga mempunyai
kontak kami. Kami tahu pembongkaran tersebut dari warga yang
dekat reklame yang kami pasang “.*°

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan
pembongkaran mereka tidak melakukan pemberitahuan perwakilan
penyedia jasa. Dari proses pembongkaran perlu dilakukan pembaharuan
seperti melakukan pemberitahuan kepada penyedia jasa sehingga proses
pembongkaran berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam melaksanakan pajak reklame juga didukung penuh oleh kepala
BKAD maupun instansi lainnya guna meningkatkan penerimaan pajak
reklame. Dengan dukungan dari berbagai instansi membuat proses
implementasi lebih mudah, karena dukungan yang ada memungkinkan
kerja sama antar instansi sehingga proses dalam pajak reklame menjadi

lebih mudah.

Tabel 3.1 Perbandingan Indikator

* Wawancara dengan PT Karya satrya Advertising bapak Iwan pada tanggal 23 maret 2018 di
kantor PT Karya Satrya Advertising.
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No | Indikator Mendukung | Menghambat | Keterangan
1 Komunikasi

Transmisi \Y BKAD melakukan sosialisasi
di kecamatan-kecamatan
sebanyak 5 kali sehingga
masyarakat semakin paham
dengan pajak reklame.

Kejelasan \Y/ Dengan kejelasan alur pajak
reklame para wajib pajak
dapat menjadi paham dan jelas

Konsistensi \Y/ Para wajib pajak selalu
konsisten sesuai aturan yang
berlaku

2 Sumberdaya

Staf \Y/ Karena kuantitas pegawai
kurang sehingga pelaksanaan
pajak kualahan.

Informasi \Y Informasi yang di terima
dengan baik kepada wajib
pajak sesuai dengan regulasi

wewenang \Y Wewenang dilakukan bidang

PP dan penagihan dalam

proses pajak reklame
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Fasilitas \/ Ruang yang ada kurang luas
sehingga para wajib pajak
berdesakan

Disposisi

Sikap Sikap baik dan ramah

pelaku dilakukan para pelaksana

Insentif Memberikan semangat kepada
para pelaksana

Struktur Birokrasi

SOP \Y/ Karena dalam pelaksanaan

SOP untuk reklame yang
insedenil  banyak  potensi

lossnya
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